BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
serta mengikuti dinamika perkembangan situasi dan kondisi saat
ini, perlu penyempurnaan beberapa substansi Tata Naskah Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 44 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29
Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010
Nomor 29, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu
dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang
menandatangani naskah dinas.

(2) Naskah dinas dapat menggunakan stempel elektronik apabila
sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(3) Stempel elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. data pembuatan Stempel Elektronik terkait hanya kepada
Jabatan atau Perangkat Daerah yang berwenang;

b. data pembuatan Stempel Elektronik pada saat proses
pembubuhan hanya berada dalam kuasa Penyetempel
(Jabatan atau Perangkat Daerah);
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c. segala perubahan terhadap Stempel Elektronik yang terjadi
setelah waktu pembubuhan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait
dengan Stempel Elektronik tersebut setelah waktu
pembubuhan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi
keaslian Stempel Elektronik; dan

f. terdapat cara tertentu wuntuk menunjukkan bahwa
Penyetempel telah memberikan persetujuan terhadap
Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkandi SIDOARJO
Pada tanggal : 20 September 2016
BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILLAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 52

NOREG PERBUP : 52 TAHUN 2016



